BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 188.45/ 284 /2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/224 /2024
TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH

Menimbang

Mengingat

PELAYANAN KEPEMUDAAN
BUPATI TABALONG,

bahwa sehubungan dengan terbitnya Peraturan Presiden Nomor
43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor
Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan dan adanya
perubahan susunan keanggotaan Tim Penyusun Recana Aksi
Daerah Pelayanan Kepemudaan, sehingga perlu melakukan
perubahan atas Keputusan Bupati Tabalong Nomor
188.45/224 /2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana
Aksi Daerah Pelayanan Kepemudaan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II
Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah
Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II Di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5430), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2017 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2
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Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17
Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan Menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6139);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi
Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3373);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang
Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda Serta
Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 87, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5238);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi
Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 75);

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 0059 Tahun
2013 tentang Pengembangan Kepemimpinan Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2009 Nomor 09, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 03), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2009 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2018 Nomor 15);
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Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 05 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2016 Nomor 05,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Tabalong Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 3);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 04), sebagimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tabalong
Tahun 2019-2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 10);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2022 Nomor 10, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07);

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 07 Tahun 2023
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2023 Nomor 07);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata
Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2021 Nomor 69);

Peraturan Bupati Tabalong Nomor 74 Tahun 2023 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2023
Nomor 75), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Peraturan Bupati Tabalong Nomor 12 Tahun 2024
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong
Nomor 74 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Tabalong Tahun 2024 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor
188.45/224 /2024 tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Aksi
Daerah Pelayanan Kepemudaan yang telah ditetapkan pada tanggal 27
Juli 2024 diubah sebagai berikut :

Ketentuan dalam Lampiran diubah sehingga  berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.



4

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tanjung 2
pada tanggal 29 AxmSfus <024,

Pj. BUPATI TABALONG,

% Qut/

HAMIDA MUNAWARAH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Tabalong di Tanjung.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong di Tanjung.

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tabalong di Tanjung.
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LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI TABALONG

NOMOR 188.45/ 288
TANGGAL 29 Mudvs

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA AKSI DAERAH
PELAYANAN KEPEMUDAAN

/2024
2024

JABATAN DALAM

JABATAN DALAM

O DINAS TIM RET
1. | Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata | Penanggung jawab
Kabupaten Tabalong
2. | Sekretaris Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Pengarah
Kabupaten Tabalong
3. Kepala Bidang Kepemudaan pada Dinas Kepemudaan, Ketua
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
4. | Kepala Bidang Olahraga pada Dinas Kepemudaan, Wakil ketua I
Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Tabalong
5. | Kepala Badan Pusat Statistik Kabupaten Tabalong Wakil ketua II
6. | Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bidang Kepemudaan Sekretaris
7. | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Koordinator
Tabalong Peningkatan
Domain Pendidikan
8. | Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Anggota
Tabalong
9. | Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tabalong Anggota
10. | Ketua STIA Tabalong Anggota
11. | Ketua KNPI Tabalong Anggota
12. | Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tabalong Koordinator
Peningkatan
Domain Kesehatan
dan Kesejahteraan
13. | Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Anggota
Kabupaten Tabalong
14. | Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Perikanan, Tanaman Anggota
Pangan dan Hortikultura
15. | Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Anggota
Tabalong
16. | Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tabalong Koordinator
Peningkatan
Domain Lapangan
dan Kesempatan
Kerja
17. | Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Anggota
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong
18. | Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Anggota
Permukiman Kabupaten Tabalong
19. | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Tabalong Anggota
20. | Kepala Bidang Pariwisata Anggota
21. | Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Koordinator
Inovasi Daerah Kabupaten Tabalong Peningkatan
Domain Partisipasi
dan kepemimpinan
22. | Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Anggota
Tabalong
23. | Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Anggota

Daerah Kabupaten Tabalong
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24. | Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Tabalong Anggota

25. | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Koordinator
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Peningkatan
Kabupaten Tabalong Domain Gender dan

Diskriminasi

26. | Kepala Kementerian Agama Kabupaten Tabalong Anggota

27. | Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabalong Anggota

28. | Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Anggota
Tabalong

29. | Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Anggota

Sipil Kabupaten Tabalong

4Pj. BUPATI TABALONG, \'

At

/ HAMIDA MUNAWARAH




